
72 
 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat di paksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. 

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock 

Horace R yang dikutip dari buku R Mansury (2002) 

“Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor 
publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi 
tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan 
objek-objek social”. 

 
b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Hukum Pajak (1992). 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor 
publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 
mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat 
pendorong, penghambat, atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada 
di luar bidang keuangan negara”. 

 
c. Menurut Prof. Dr. MJH Smeets dalam bukunya De Economische 

Betekenis der Belastingen (1951). 

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra 
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prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya 
untuk membiayai pengeluaran Pemerintah”. 

 
d. Menurut S.I Djajadiningrat 

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas 
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut 
peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak 
ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum”. 

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang 

dipungut pada prinsipnya adalah sam yakni masyarakat diminta menyerahkan 

sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan 

barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi 

yang dimuat dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan 

keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (disingkat “UU KUP”) adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. 

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, namun dalam hal lain pajak juga 

berfungsi dalam beberapa aspek yang terdapat dalam masyarakat. Berikut 

merupakan beberapa fungsi pajak : 
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1. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal 

yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas 

negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

berlaku, maksud dari memasukkan dana secara optimal ke kas negara 

adalah sebagai berikut : 

a. Jangan sampai subjek pajak/wajib pajak tidak membayar 

kewajiban pajaknya. 

b. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada 

fiskus. 

c. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan dan 

perhitungan fiskus. 

2. Fungsi Yang Mempengaruhi Optimalisasi Fungsi Budgetair Atas 

Pajak. 

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pengoptimalisasian fungsi 

budgetair atas pajak adalah sebagai berikut : 

a. Filsafat Negara. 

Negara yang berideologi dan berorientasi kepada kesejahteraan 

rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal 

pembayaran pajak. Oleh sebab itu rakyat diikutsertakan dalam 

menentukan berat ringannya pajak melalui penetapan penguasa sangat 

sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban 

pajaknya. 
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b. Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. 

Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan akan jelas 

mempermudah pihak fiskus maupun pihak wajib pajak dalam hal 

pemenuhan kewajiban pajaknya. 

c. Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan 

wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami 

peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan 

sanksi pidana fiskal. 

d. Kualitas dan Kuantitas Petugas Pajak Setempat. 

Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat sangat menentukan 

efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Fiskus yang 

profesional akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak 

yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak. Strategi yang 

diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia. 

 

3. Fungsi Regulair. 

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar 

bidang keuangan. Fungsi regulair ini disebut sebagai fungsi tambahan 

karna hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai 

sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Selain itu 
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fungsi ini juga digunakan sebagai alat kebujaksanaan untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

4. Fungsi-fungsi Lainnya. 

Selain dari ketiga fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi-fungsi yang 

lainnya, yaitu : 

a. Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai alat 

untuk pemerataan penghasilan. Pajak dipungut dari masyarakat yang 

berpenghasilan lebih dan hasil dari pemungutan pajak tersebut 

kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bisa 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 

b. Fungsi Stabilisasi 

Fungsi stabilisasiadalah dengan adanya pajak, pemerintah 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

mengatur peredaran uang di masyarakat. Selain itu pemerintah juga 

melakukan stabilisasi sebagai pencipta lapangan kerja. 

c. Fungsi Sosial 

Fungsi sosial yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu alat untuk 

mempengaruhi keadaan sosial masyarakat. Contohnya : Pemungutan 

pajak disesuaikan dengan keadaan ekonomi wajib pajak yang kurang 

mampu untuk membayar pajak. 
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2.1.3 Jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak digolongkan menjadi tiga macam (Waluyo dan Wirawan, 

2002: 13-14), yaitu mennurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutannya yaitu : 

1. Menurut Golongan. 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain 

atau orang lain. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya 

bisa dilimpahkan kepada pihak lain. 

2. Menurut Sifat. 

a. Pajak Subyektif 

Pajak subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada 

subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

b. Pajak Obyektif 

Pajak Obyektif adalah pajak yang berdasarkan pada 

obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya. 

a. Pajak Pusat 

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara. 

b. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan 

Tingkat II. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

pihak fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Waijb Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.2. Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Subjek pajak 
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yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai wajib 

pajak (WP). 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi 

kewajiban subjektif dan objektif. Wajib pajak orang pribadi yang menerima 

penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Waijb pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk 

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun 

kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang 

tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. 

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan 

Wajib Pajak Luar Negeri (WP LN) terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya 

antara lain : 

a. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima 

atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan wajib 

pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari 

sumber penghasilan di Indonesia. 

b. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan 

tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan 

penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. 
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c. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang 

terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak 

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat 

final. 

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sama dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan 

dalam negeri. 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-undang 

Nomor 10 tahun 1994, Undang-undang No.17 Tahun 2000 dan terakhir dirubah 

dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan. 

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak 

penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnnya dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas 

materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung 

kepadan surat ketetapan pajak. 
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2.2.3 Subjek dan Non Subjek Pajak Penghasilan 

1. Subjek pajak penghasilan  

Subjek pajak penghasilan terdiri atas : 

a. Orang pribadi 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal    

atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka 

yang berhak, yaitu ahli waris. 

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 

pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal 

dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, 

mengikuti status pewaris. 

c. Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang ,meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, organisasi sosial politik, lembaga, dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 
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d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. 

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi : 

1) Subjek pajak dalam negeri 

a. Subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi 

yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 

atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat 

tinggal di Indonesia. 

b. Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria : 

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan 

peraturab perundang-undangan. 

2) Pembiayaan bersumber dari APBN atau ABD. 

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

4) Pembukuannnya diperiksa oleh aparat 

pengawasan fungsional negara. 
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c. Subjek pajak warisan yaitu warisan yang belum 

dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2) Subjek pajak luar negeri 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, orang pribadi yang berda di Indonesia tidak 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap. 

2. Non subjek pajak penghasilan 

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 

1) Kantor perwakilan negara asing 

2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain 

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekarja pada dan bertempat tinggal bersama-sama 

mereka. 

3) Organisasi internasional, dengan syarat Indonesia menjadi 

anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau 

kegiatan lain unutk memperoleh penghasilan. 

4) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau 

kegiatan lain unutk memperoleh penghasilan 
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2.2.4 Objek dan Non Objek Pajak Penghasilan 

1. Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk enambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : 

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau 

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini 

2) Hadiah dari undian atau pekerja atau kegiatan, dan penghargaan 

3) Laba usaha 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk : 

a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham 

atau penyertaan modal, 

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, 

persekutuan dan badan lainnya, 
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c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau 

organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

d) Keuntungan kerena pengalihan harta berupa hibah, 

bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada 

keluarga sedarah dalam garis keturunan harus satu derajat 

dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termassuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Mentri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usahan, pekerjaan, 

kepemilikan, atau pengusaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; dan 

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 

atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan. 

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang 
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7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

14) Premi asuransi 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan 

usaha atau pekerjaan bebas 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak 

17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan; dan 

19) Surplus Bank Indonesia 
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Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak 

adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi 

Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 

2. Non Objek Pajak Penghasilan 

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah : 

1) Bantuan atau sumbangan, yaitu pemberian dalam bentuk uang 

atau barang kepada orang pribadi atau badan termasuk zakat dan 

sumbangan keagamaan. 

2) Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu 

orang tua dan anak kandung, badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial seperti yayasan dan koperasi. 

3) Warisan 

4) Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

6) Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau 

BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan 

dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 
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7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan Mentri Keuangan, baik yang 

dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai 

8)  Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia 

dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti 

pendidikan di dalam negeri. 

9) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada wajib pajak 

tertentu. 

10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak tebagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk 

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gajji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. 
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2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : 

1) Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau 

wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

2) Penyelenggara kegiatan adalah wajib pajak orang pribadi atau 

wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang 

melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun kepadaorang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

3) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang 

pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang 

menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan 

baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, 

termasuk penerima pensiun. 
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2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 

Dasar hukum mengenai PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan 

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, 

Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara 

Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara 

Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 

tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan 

Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai 

Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan 

Pajak Penghasilan 

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 
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Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata 

Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21/26 

6. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang 

Pribadi. 

2.3.3 Pemotong dan Non Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pemotong PPh Pasal 21 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak 

adalah: 

1. Pemberi Kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, bauk 

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang 

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai. 

2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan. 

3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, 

tunjangan hari tua, dan tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang 

sejenis dengan nama apapun. 
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4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar : 

a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh 

orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, 

termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan 

bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan 

atas anama persekutuannya. 

b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subjek Pajak luar negeri. 

c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 

pelatihan, dan magang. 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnyayang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu 

kegiatan.  

 

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban 

untuk melakukan pemotongan pajak adalah : 

1. Kantor perwakilan negara asing 
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2. Organisasi-organisasi internasional 

3. Pemberi kerja orang pribadi yangbtidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekrjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan 

orang pribadi untnuk melkaukan pekerjaan rumah tangga atau 

pekerjaaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

2.3.4 Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk bentuk 

usaha tetap, baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri, yang 

mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban perpajakan 

tersebut adalah menghitung, memotong, memungut, membayar, serta melaporkan 

pajak yang terutang padanya atau yang terutang pihak lain yang harus dipotong 

atau dipungut. Berdasarkan kedudukan atau keberadaanya, subjek pajak dapat 

dibedakan menjadi : 

1. Subjek Pajak dalam Negeri terdiri dari : 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu : 

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang 

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 
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b. Subjek Pajak Badan, yaitu : 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria : 

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan; 

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3) Penerimaanya dimasukkan dalam anggaran 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara 

2. Subjek Pajak luar Negeri terdiri dari : 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 
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memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah 

menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan 

Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak 

saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri 

baik orang pribadi maupun badan selaigus menjadi menjadi wajib pajak karena 

menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau 

menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak adalah 

orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah : 

1. Kantor perwakilan negara asing. 

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain 

adri negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama 

mereka, dengan syarat : 

a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar 

jabatannya di Indonesia. 

b. Negara bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik. 
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3. Organisasi internasional, dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian 

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari 

iuran para anggota. 

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat : 

a. Bukan warga negara Indonesia. 

b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 

2.3.5 Objek dan Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penghasilan yang menjadi obyek PPh Pasal 21 memang terkait dengan 

hubungan kerja (pemberi kerja dan penerima kerja), termasuk pekerjaan adalah 

kegiatan. Oleh karna itu, jenis-jenis penghasilan yang menjadi obyek PPh Pasal 

21 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yaitu : 

a. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan 

bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, 

dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk 

uang lembur. 
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b. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah 

penghasilan selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima 

sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lalin berupa 

bonus, Tunjangan Hari Raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau 

imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus 

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau 

jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan. 

a. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. 

b. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau 

diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. 

c. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil 

pekerjaan yang dihasilakan. 
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d. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau 

diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan 

penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. 

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 

 

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 

adalah : 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun 

yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh 

bukan Wajib Pajak, atau diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh 

Final atau dikenakan PPh berdasarkan Norma Penghitungan Khusus. 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada dana pensiun  

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan 

hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan 
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hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang 

dibayarkan oleh pemberi kerja. 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau 

sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Tarif pajak sesuai UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku secara umum 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Lapisan Penghasilan Kena pajak Tarif 
Pajak 

Taris Non NPWP 

a. Sampaidengan Rp50.000.000,- 5% 120% x 5% = 6% 

b. Di atas Rp50.000.000,- s/d 
Rp250.000.000,- 

15% 120% x 15% = 18% 

c. Di atas Rp250.000.000,- s/d 
Rp500.000.000,- 

25% 120% x 25% = 30% 

d. Di atas Rp500.000.000,- 30% 120% x 30% = 36% 
Sumber : Buku Perpajakan Indonesia 
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Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat tidak 

final yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan 

tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang 

memiliki NPWP 

2.3.7 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

Sesuai dengan pasal 21 UU PPh jo. PMK No. 252/PMK.03/2008, PPh 

Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh. Sesuai UU PPh, penghasilan 

pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah 

jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya 

pensiun  yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, iuran 

pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Tabel 2.2 
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Penerima PTKP Setahun Sebulan 

Pegawai yang bersangkutan  Rp 24.300.000 Rp 2.025.000 

Tambahan unutk pegawai yang kawin 
 

Rp 2.025.000 Rp 168.750 

Tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan semenda dalam 
garis keturunan lurus, serta anak 
angkat yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) 
orang. 

Rp 2.025.000 Rp 168.750 

Sumber:Bagian Akuntansi Perpajakan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 
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Pegawai Tetap  

 PPhPasal 21   = Tarif Pasal 17 UU PPh  x  Ph KP 

 Ph KP               = Ph Bruto  -  Biaya Jabatan  -  Iuran Pensiun  -  PTKP 

Secara garis besar PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dihitung berdasarkan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

2.3.8 Surat Setoran Pajak (SSP) 

 Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 

lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. 

 SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh 

Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah 

mendapatkan validasi. 

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 yang peruntukannya sebagai berikut : 

Lampiran ke-1 : Untuk arsip wajib pajak. 

Lampiran ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Lampiran ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP. 

Lampiran ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. 

Lampiran ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan 

ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.  
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2.3.9 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan 

dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang : 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. 

c. Harta dan kewajiban. 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 


